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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Aksi perubahan yang diusung yaitu “Penentuan Prioritas Preservasi 
Jalan Berbasis Data Dasar Kondisi Jalan dengan Peran Serta Masyarakat 
di Kabupaten Ngawi”, yaitu berupa aksi yang cepat dan tepat dalam 
pemilihan alternatif penanganan atau preservasi jalan serta penganggaran 
preservasi jalan yang efektif dan efisien sehingga manfaatnya bisa segera 
dirasakan oleh masyarakat pengguna jalan dengan aman dan nyaman. 
Maka diperlukan partisipati dari masyarakat baik berupa saran, masukan, 
informasi dan laporan-laporan. 

Tujuan aksi perubahan secara umum yaitu (1) Adanya peran serta 
masyarakat pengguna jalan dalam melaksanakan penyelenggaraan jalan 
daerah; (2) Menjadi dasar dalam rangka penyusunan program ditingkat 
desa (musrengbangdes) maupun kecamatan (musrengbangcam); (3) 
Adanya kepastian kewenangan penyelenggaraan jalan, antara desa dan 
kabupaten; (4) Lebih responsif dan ketepatan dalam hal penanganan 
preservasi jalan. Manfaat dari aksi perubahan adalah (1) Memberikan 
informasi yang cepat dan akurat dalam rangka memberikan pelayanan 
penyelenggaraan jalan; (2) Menjadi dasar dalam rangka penyusunan 
program dan perencanaan anggaran yang akuntabel dan transparan; (3) 
Menjadi bahan koordinasi program dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
lainnya; (4) Terbentuknya jejaring antar stakeholder dalam mewujudkan 
infrastruktur jalan yang handal. 

Dalam melaksanakan aksi perubahan ini mengarah ke area 
perubahan pada penyelenggaraan jalan kabupaten yaitu terkompilasinya 
data dasar kondisi jalan secara periodik bulanan dan penentuan preservasi 
jalan serta skala prioritasnya di setiap kecamatan dalam rangka 
meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan publik di Pemerintah 
Kabupaten Ngawi dengan menyamakan persepsi kerja yang jelas, efektif, 
efisien dan terukur. 
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A. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN 

1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 

Integritas merupakan suatu bagian dari pandangan yang bisa 

dipercayai dan sikap jujur seseorang dalam menjelaskan 

“kepercayaan” pada konteks berorganisasi. Integritas juga bagian 

dari inti utama dalam etika, tetapi sebenarnya integritas tidak selalu 

menyangkut perihal otonomi setiap individu dan kebersamaan 

seseorang, tetapi lebih menyangkut loyalitas, kerjasama, dapat 

dipercaya serta keserasian. Integritas adalah sebuah konstruksi 

psikologis yang dinamis, melekat pada setiap kehidupan manusia. 

Objektivisme integritas dalam etika sering dianggap seperti loyalitas 

kepada prinsip dan nilai yang sangat rasional. 

Peran kepemimpinan dalam membangun integritas kinerja 

organisasi dapat ditopang oleh lima hal pokok, yaitu : 

a.  Etika Kepemimpinan. yang terdiri dari: memimpin dengan 

contoh, menetapkan harapan yang jelas, mengaplikasikan nilai-

nilai organisasi, membuat keputusan yang dipercaya, 

komunikasi yang baik dengan bawahan, menilai bawahan, dan 

mengembangkan keterampilan dalam memimpin. 

b.  Manajemen dan pengawasan aktif: Mengngunakan alat 

manajemen yang tersedia, melakukan proses pengawalan kerja 

bawahan, evaluasi kinerja bawahan, memeriksa pengaduan. 

Mengidentifikasi potensi masalah, menumbuhkan 

perkembangan pembelajaran yang berkelanjutan, siap sedia 

untuk mengarahkan bawahan. 

c. Pemilihan orang yang tepat: mempromosikan kode etik, 

menerapkan nilai-nilai organisasi, mendidik bawahan tentang 

tanggung jawab etika, praktik pengambilan keputusan etis, 

mengidentifikasi role model, belajar dari kesalahan, bertindak 

preventif, dan memberikan penghargaan atas kinerja bawahan. 
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d.  Proses yang efektif: Konsultasi bersama bawahan, penilaian 

risiko perilaku, memonitor kecenderungan, memperkuat 

kebijakan, monitor kepatuhan, melakukan audit, melibatkan 

dukungan, menyertakan etika dan integritas, penggunaan 

skenario. 

e.  Pelaporan yang professional: Berbagi tanggung jawab, 

mendorong pelaporan yang professional, mengaktifkan 

pelaporan, mengetahui tanggung jawab, menciptakan budaya 

pelaporan yang aman, memantau Kesehatan dan 

keselamatan,dukungan bawahan, mencari umpan balik, dan 

melakukan review penanganan pengaduan. 

 

Akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang tidak asing di dalam 

organisasi pelayanan publik, di mana selalu menjadi sorotan publik 

dalam pelaksanaannya. Akuntabilitas sendiri banyak memilki istilah 

mengaudit, melaksanakan tanggung jawab, memberikan 

pertanggungjawaban atas laporan kinerja, menjawab permasalahan 

publik dari perilaku ataupun suatu kegiatan yang dijalankan, terbuka 

bagi pemeriksaan peradilan, bagian dari sanksi dan juga sebagai 

bagian dari penghargaan. 

 

Pada sektor publik, para pakar administrator membagi akuntabilitas 

menjadi beberapa tipe, diantaraya : 

a.  Managerial accountability, akuntabilitas yang ditunjukkan 

kepada pemimpin yang lebih tinggi dalam suatu organisasi. 

Managerial Accountability memiliki beberapa acuan dalam 

pelaksanaannya yang dijadikan model dalam pelaksanaannya, 

di antaranya ketepatan waktu, peningkatan produktivitas, 

pengendalian biaya, dan kepastian pelaksaan program 

dilaksanakan berdasar integritas pelaksana sesuai dengan 

peraturan-peraturan pemerintah yang terkait. 
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b.  Financial accountability, akuntabilitas kepada institusi yang 

menyediakan atau memberikan anggaran kepada institusi yang 

bersangkutan. Akuntabilitas keuangan dilihat dari beberapa 

faktor untuk menjalankan pelaksanaannya, antara lain memuat 

hal seperti bernilai ekonomis, efisien dalam penganggaran, 

efektif dalam membuat kebijakan terkait keuangan dan tidak ada 

kebocoran dana atau korupsi. 

c.  Public accountability, akuntabilitas yang ditunjukkan kepada 

warga Negara atau masyarakat. Prinsip akuntabilitas publik 

terdiri dari dua komponen, yaitu (a) kemampuan menjawab 

permasalahan yang timbul di dalam masyarakat sekitar, (b) 

Konsekuensi yang mungkin timbul akibat suhu perpolitikan yang 

ada. Sub indikator kemampuan menjawab merupakan hal-hal 

yang menyangkut pada unsur responsibilitas atau respon 

aparatur, yaitu kejelasan tuntutan bagi aparatur guna menjawab 

hal-hal apapun secara periodik dari pertanyaan terkait dengan 

bagaimana mereka (para apartur) menggunakan kapasitas 

wewenangnya, dan juga kemana sumber apapun telah didapat 

digunakan, serta capaian dari sumber daya tersebut. 

 

2. Pengelolaan Budaya Kerja 

Budaya telah menjadi konsep penting dalam memahami masyarakat 

dan kelompok manusia untuk waktu yang lama. Budaya, dalam arti 

antropologi dan sejarah, adalah inti dari kelompok atau masyarakat 

tertentu, apa yang berbeda mengenai cara para anggotanya saling 

berinteraksi dengan orang dari luar lingkungan dan bagaimana 

mereka menyelesaikan apa yang dikerjakannya. Sebenarnya 

budaya organisasi yang kuat, diakui secara luas sering kali 

disebutkan sebagai alasan suksesnya organisasi. Sejumlah 

organisasi menanamkan budaya tertentu seperti upacara, 

penghargaan, gaya dekoratif, dan berbagai bentuk simbolis lain dari 
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komunikasi yang merupakan sifat budaya perusahaan yang menjadi 

pedoman tindakan anggota organisasi. Hal-hal yang seyogyanya 

dilakukan seorang pemimpin adalah mengubah budaya untuk 

mendorong perubahan organisasi. Namun mengubah budaya 

bukanlah perkara yang mudah karena memerlukan pengukuran 

budaya organisasi dalam hubungannya dengan perubahan 

organisasi. Tahapan proses pembentukan budaya organisasi 

dimulai dari penyusunan nilai-nilai yang berlaku dalam organisasi. 

Kemudian diinternalisasikan melalui sosialisasi yang meliputi 

komunikasi, internalisasi dan implementasi setiap anggota 

organisasi melalui pembentukan change agent. Serta penyusunan 

sistim dan prosedur untuk menjaga dan memelihara 

kesinambungan. Oleh karenanya, untuk membangun budaya 

organisasi diperlukan langkah-langkah sebagai berikut : 

a.  Menetapkan Visi dan Misi Organisasi. Visi dan misi organisasi 

ini akan mengarahkan organisasi dalam menjalankan bisnisnya, 

sehingga dibutuhkan analisis yang mendalam agar dapat 

menjadi branding organisasi. 

b.  Mensosialisasikan Visi dan Misi. 

c.  Setelah visi dan misi ditetapkan langkah selanjutnya adalah 

sosialisasi kepada seluruh elemen organisasi agar mengetahui, 

memahami, menginternalisasi dan mengimplementasikan 

mengenai visi dan misi organisasi. 

d.  Menetapkan Budaya Kerja. Budaya kerja sebagai suatu falsafah 

yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang 

menjadi sifat, kebiasaan dan kekuasaan pendorong, 

membudaya dalam kehidupan suatu organisasi. Kemudian 

tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, 

pendapat dan tindakan yang terwujud sebagai kerja atau 

bekerja. Oleh karena itu, memahami dan mengimplementasikan 

budaya kerja merupakan tugas berat yang harus dilakukan 
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secara utuh dan menyeluruh karena menyangkut proses 

pembangunan karakter, sikap, dan perilaku manusia. 

e.  Mengimplementasikan Budaya Kerja secara Konsisten. Setiap 

budaya kerja yang sudah ditetapkan wajib diimplementasikan 

dalam praktik kerja sehari-hari di dalam maupun di luar 

organisasi. Fungsinya adalah agar masing-masing anggota 

organisasi terlatih untuk menjalankan budaya kerja yang sudah 

ditetapkan. 

f.  Mengukur Implementasi Budaya Kerja. Pengukuran 

implementasi budaya kerja ini untuk mengetahui hasil yang 

sudah dicapai dari penerapan budaya kerja secara periodik. 

Sehingga akan terbentuk sebuah proses sistim kerja yang 

spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berjangka waktu. 

g.  Memberikan Reward dan Punishment. Pemberian reward dan 

punishment terhadap anggota organisasi yang sudah ataupun 

belum menjalankan budaya kerja sangat dibutuhkan agar 

anggota organisasi tetap bersemangat mengimplementasikan 

budaya kerja. 

 

3. Membangun Jejaring Kerja dan Kolaborasi 

Membangun jejaring kerja (kemitraan) pada hakekatnya adalah 

sebuah proses membangun komunikasi atau hubungan, berbagi 

ide, informasi dan sumber daya atas dasar saling percaya (trust) dan 

saling menguntungkan diantara pihak-pihak yang bermitra yang 

dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau kesepakatan 

guna mencapai kesuksesan bersama yang lebih besar Ada 

beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam 

membangun Jejaring Kerja (kemitraan ) yaitu sebagai berikut : 

a. Meningkatkan partisipasi masyarakat; Salah satu tujuan 

membangun Jejaring Kerja (kemitraan) adalah membangun 

kesadaran masyarakat terhadap eksistensi organisasi tersebut, 
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menumbuhkan minat dan meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam pengembangan oranisasi. Masyarakat disini memiliki arti 

luas tidak hanya pelanggan tetapi termasuk juga pengguna, 

dinas atau departemen terkait, organisasi kemasyarakatan, 

organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha dan 

industri, tokoh masyarakat dan stakeholder lainnya. 

b.  Peningkatan mutu dan relevansi; dinamika 

perubahan/perkembangan masyarakat sangat tinggi. Untuk itu, 

membangun Jejaring Kerja (kemitraan) diperlukan guna 

merancang program yang inovatif, meningkatkan mutu layanan 

dan relevansi program dengan kebutuhan pasar. 

 

Langkah-langkah membangun jejaring kerja dan kolaborasi dalam 

organisasi dapat dilakukan dengan mengikuti Langkah-langkah 

sebagai berikut : 

a.  Pemetaan. Setiap organisasi perlu melakukan pemetaan 

tentang lembaga/organisasi yang sekiranya bisa diajak 

bekerjasama baik di wilayah sekitarnya maupun jangkauan yang 

lebih luas. Adapun pemetaan didasarkan karakteristik dan 

kebutuhan setiap organisasi. Stakeholders dapat melibatkan 

Lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat. 

b.  Menggali dan mengumpulkan informasi. Setelah dilakukan 

pemetaan maka langkah selanjutnya adalah menggali informasi 

tentang tujuan organisasi, ruang lingkup pekerjaan, visi misi dan 

lain sebagainya. Informasi ini berguna untuk menjajagi 

kemungkinan membangun jaringan dan kemitraan. 

Pengumpulan informasi dapat dilakukan dengan pendekatan 

personal, informal dan formal. 

c.  Menganalisis informasi Berdasarkan data dan informasi yang 

terkumpul selanjutnya kita menganalisis dan menetapkan mana 

pihak-pihak yang perlu ditindaklanjuti untuk penjajagan 
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kerjasama yang relevan dengan permasalahan dan kebutuhan 

yang dihadapi. 

d.  Penjajagan kerjasama. Menindak lanjuti hasil analisis data dan 

informasi, perlu dilakukanpenjajagan lebih mendalam dan intens 

dengan pihak-pihak yang memungkinkan diajak kerjasama. 

Penjajagan dapat dilakukan dengan cara melakukan audiensi 

atau presentasi tentang profil perusahaan/organisasi dan 

penawaran programprogram yang bisa dikerjasamakan baik 

secara formal maupun non formal. 

e.  Penyusunan rencana kerjasama. Jika beberapa pihak sepakat 

untuk bekerjasama maka langkah selanjutnya adalah 

penyusunan rencana kerja sama. Dalam perencanaan harus 

melibatkan pihak-pihak yang akan bermitra sehingga semua 

aspirasi dan kepentingan setiap pihak dapat terwakili. 

f.  Membuat kesepakatan Pihak-pihak yang ingin bermitra perlu 

untuk merumuskan peran dan tanggungjawab masing-masing 

pihak pada kegiatan yang akan dilakukan bersama yang 

dituangkan dalam nota kesepahaman atau sering disebut 

Memorandum Of Understanding (MOU). 

g.  Penandatanganan akad kerjasama MOU. Nota kesepahaman 

yang sudah dirumuskan selanjutnya ditandatangani oleh pihak-

pihak yang bermitra. Pelaksanaan kegiatan tahap ini adalah 

merupakan tahap implementasi dari rencana kerjasama yang 

sudah disusun bersama dalam rangka mencapai tujuan yang 

sudah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

tanggungjawab dan peran masing-masing pihak yang bermitra. 

h.  Monitoring dan evaluasi. Selama pelaksanaan kerjasama perlu 

dilakukan monitoring dan evaluasi. Tujuan monitoring adalah 

memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan sehingga 

dapat dicegah terjadinya penyimpangan (deviasi) dari tujuan 
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yang ingin dicapai. Hasil monitoring dapat dijadikan dasar untuk 

melakukan evaluasi.  

i.  Perbaikan hasil evaluasi oleh pihak-pihak yang bermitra akan 

dipakai sebagai dasar dalam melakukan perbaikan dan 

pengambilan keputusan selanjutnya apakah kerjasama akan 

dilanjutkan pada tahun berikutnya atau tidak. 

j.  Perencanaan selanjutnya. Jika pihak-pihak yang bermitra 

memandang penting untuk melanjutkan kerjasama, maka 

mereka perlu merencanakan kembali kegiatan yang akan 

dilaksanakan pada tahun berikutnya. Perencanaan selanjutnya 

perlu mempertimbangkan hasil evaluasi dan refleksi 

sebelumnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Jejaring Kerja dalam aksi perubahan 
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Stakeholders eksternal 
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Pelaporan 

Koordinasi 
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B. DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN 

1. Capaian dalam Perbaikan Kinerja Organisasi 

Aksi perubahan yang direncanakan sampai pada tanggal 04 

November 2022 difokuskan pada pengamatan visual dan hal yang 

dilaporkan hanya pada kondisi jalan saja. Sedangkan bagian 

pelengkap jalan, seperti kondisi drainase, gorong-gorong, talud 

jalan, trotoar dan jembatan akan dikembangkan pada rencana aksi 

perubahan jangka panjang melalui evaluasi, monitoring dan 

penyempurnaan kedepannya.. Adapun hasil yang telah dicapai dari 

aksi perubahan ini adalah membuat sistem pelaporan hasil 

pengamatan kondisi jalan di Kabupaten Ngawi, untuk setiap 

kegiatannya dirinci sebagai berikut : 

a. Pembentukan tim efektif 

Kegiatan yang dilakukan dalam pembentukan tim efektif terdiri 

dari tiga kegiatan utama yaitu rapat dengan pimpinan, rapat 

dengan calon anggota tim efektif dan pembuatan tim efektif. 

Kegiatan pembentukan tim efektif dilaksanakan pada minggu 

kedua bulan September tahun 2022. Hasil dari pembentukan tim 

efektif ini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas tentang 

Pembentukan Tim efektif yang terdapat pada lampiran 1 pada 

laporan ini. Adapun tim efektif yang ditunjuk dalam melaksanakan 

aksi perubahan ditunjukkan pada Tabel 1.  

 

 

Gambar 2. Rapat Pembentukan Tim Efektif 
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Tabel 1. Tim Efektif dalam Melaksanakan Aksi Perubahan 

No. Nama Kedudukan 
dalam tim Tugas dan tanggung jawab 

1. Mohammad Sadli, 
ST.,MT. 

Mentor 

• Membimbing dan memberikan 
arahan kepada Action Leader 
dalam perumusan masalah 
sebagai dasar pelaksanaan 
aksi perubahan  

•  Memberikan persetujuan 
terhadap ide gagasan dan 
rancangan aksi perubahan  

•  Memantau perkembangan 
sesuai milestone yang 
ditetapkan  

•  Memberi inspirasi dan 
dukungan terkait pelaksanaan 
aksi perubahan 

2. Rachmat 
Fitrianto, ST. 

Action leader 

• Menyusun rencana kerja dan 
jadwal pelaksanaan kegiatan,  

• Mengkoordinasikan dan 
membagi tugas tim efektif 
dalam pencapaian tujuan aksi 
perubahan,  

•  Berkomunikasi dan 
berkoordinasi dengan 
stakeholders untuk 
mendukung pencapaian 
tujuan aksi perubahan,  

•  Melaksanakan seluruh 
kegiatan untuk tercapainya 
tujuan aksi perubahan. 

I TIM KERJA PERENCANAAN TEKNIS 

1. 
Esti Kurniawati, 

ST. 
Ketua Perenc. 
Teknis 

1. Menyiapkan data dan 
informasi terkait Data Dasar 
Kondisi Jalan Kewenangan 
Daerah; 

2. Melakukan survey lokasi dan 
pengamatan secara visual 
kondisi jalan daerah 
bersama penilik jalan. 

2. 
Bayu Sukma A. , 

ST. 
Anggota 
Perenc. Teknis 

3. 
Agus Widianto, 

ST. 
Anggota 
Perenc. Teknis 

II TIM KERJA PEMBANGUNAN 

1. 
Putut Yuliantoro, 

ST. 
Ketua 
Pembangunan 

1. Menyiapkan daftar 
pelaksanaan pekerjaan yang 
telah dikerjakan pada tahun-
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No. Nama Kedudukan 
dalam tim Tugas dan tanggung jawab 

2. Sujianto, ST. Anggota 
Pembangunan 

tahun sebelumnya beserta 
capaian outputnya; 

2. Menyiapkan data hasil DED 
Ruas Jalan Kewenangan 
Daerah dan membuat AHSP 
bidang Bina Marga. 

3. Suprapto Anggota 
Pembangunan 

III TIM KERJA PRESERVASI 

1. M.Fauzi Amir R. , 
SE. ST. M.Si. 

Ketua 
Preservasi 

1. Menyusun rencana 
penanganan jalan dan 
melakukan rekapitulasi 
kebutuhan anggaran 
penanganan jalan;  

2. Membuat dokumen 
administratif kegiatan 
pengelolaan 
penyelenggaraan jalan 
Kabupaten Ngawi. 

2. 
Sopa Sujarwoko, 

S.T. 
Anggota 
Preservasi 

3. Dedi Purnomo Anggota 
Preservasi 

 

b. Membuat Sistem Pelaporan Kondisi Jalan Daerah 

Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan 

Kondisi Jalan Daerah dilaksanakan dalam beberapa tahapan 

yaitu rapat persiapan dan indentifikasi pihak-pihak terlibat 

(dilaksanakan pada minggu ketiga dan empat bulan September). 

SOP Pelaporan Kondisi Jalan Daerah ditandatangani oleh Kepala 

Dinas pada tanggal 26 September 2022 seperti ada pada 

Lampiran. Adapun kegiatan secara umum sebagai berikut : 

 Melakukan pengamatan visual, menginventarisir kerusakan 

jalan dan mengambil foto (dokumentasi) 

 Merekapitulasi kerusakan jalan dan mengusulkan jenis 

penanganan ruas jalan yang ada di wilayah kerjanya 

 Mengevaluasi dan menganalisa jenis penanganan ruas jalan 

serta menghitung kebutuhan anggaran 

 Menentukan skala prioritas penanganan jalan dan 

mengusulkan ke Kepala Dinas PUPR 

 Rekapitulasi skala prioritas dan jenis penanganan serta 

jumlah kebutuhan dana penanganan jalan 
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Gambar 3. Rapat Penyusunan SOP Pelaporan 

 

c. Visitasi jalan kewenangan Pemerintah Kabupaten Ngawi 

Kegiatan ini dilakukan setelah ada informasi yang masuk baik dari 

surat usulan atau informasi dari media soial maupun telepon, 

maka hasil rekapan usulan jalan yang rusak tersebut dilakukan 

visitasi ke lapangan dengan melakukan pengamatan visual, 

menginventarisir kerusakan jalan dan mengambil dokumentasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Visitasi ke Lapangan menginventarisisr kerusakan jalan 

 

  



13 
 

d.  Penentuan skala prioritas penanganan/preservasi jalan per 

wilayah kecamatan 

Pelaksanaan penanganan jalan di Kabupaten Ngawi kurangnya 

terjadi ketidakseimbangan paket-paket pekerjaan penanganan 

jalan seperti banyaknya jalan yang belum mendapat penanganan 

baik pemeliharaan maupun peningkatan. Selama ini yang 

digunakan dalam penentuan skala prioritas penanganan jalan 

didasarkan pada ketersediaan anggaran dan nilai manfaat 

finansial jalan saja. Maksud dari aksi perubahan ini adalah 

memperoleh urutan prioritas penanganan jalan di Kabupaten 

Ngawi, secara tepat dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. 

Pendekatan dari aksi perubahan ini menggunakan kriteria 

kerusakan jalan dan urgensi sebagai tolok ukur untuk 

menentukan dalam prioritas penanganan jalan agar 

pengalokasian anggaran tepat sasaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Rapat Penentuan Skala Prioritas Preservasi Jalan 
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2. Manfaat Aksi Perubahan 

Aksi perubahan ini mengarah ke area perubahan pada 

Penyelenggaraan jalan kabupaten yaitu terkompilasinya data dasar 

kondisi jalan secara periodik dan penentuan preservasi jalan serta skala 

prioritasnya di setiap kecamatan dalam rangka meningkatkan kualitas 

dan kecepatan layanan publik di Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan 

menyamakan persepsi kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur. 

Adapun manfaat yang dapat didapat antara lain : 

• Adanya peran serta masyarakat pengguna jalan dalam 

melaksanakan penyelenggaraan jalan daerah; 

• Menjadi dasar dalam rangka penyusunan program ditingkat desa 

(musrengbangdes) maupun kecamatan (musrengbangcam); 

• Adanya kepastian kewenangan penyelenggaraan jalan, antara desa 

dan kabupaten; 

• Lebih responsif dan ketepatan dalam hal penanganan preservasi 

jalan; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Rapat Koordinasi bersama Komisi IV DPRD 
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C. KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi 

mendukung secara penuh terhadap aksi perubahan ini. Mulai dari 

penyediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana kerja dalam 

memenuhi kebutuhan aksi, serta dukungan anggaran dalam rangka 

kelancaran kegiatan aksi perubahan ini. Dukungan sumber daya terkait 

dengan bagaimana organisasi memotivasi individu dalam organisasi 

dalam berperilaku, membangun rasa nyaman bagi individu dalam 

organisasi untuk berinteraksi dan melakukan tugas secara efisien serta 

meningkatkan kinerja. Adanya Tim Aksi Perubahan, yang mendukung 

adanya inovasi ini adalah bentuk dukungan secara penuh terhadap 

penyediaan sumber daya. Dukungan sarana dan prasarana merupakan 

alat penunjang keberhasilan dalam upaya proses pelayanan publik, 

karena apabila kedua hal tersebut tidak tersedia maka semua kegiatan 

yang dilakukan tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai 

dengan rencana. Dukungan anggaran dengan pelaksanaan rapat-rapat 

koordinasi dan penyediaan anggaran untuk kegiatan pelaporan. 

 

Untuk memastikan keberlanjutan aksi perubahan ini maka dalam jangka 

menengah perlu memastikan bahwa yang menjadi faktor utama 

Penentuan Prioritas Preservasi Jalan Berbasis Data Dasar Kondisi Jalan 

dengan Peran Serta Masyarakat di Kabupaten Ngawi adalah kepatuhan 

terhadap SOP Pelaporan Kondisi Jalan Daerah dan memperluas 

inventarisir dan pengamatan kondisi jalan termasuk utilitasnya. 

 

Tabel 2. Keberlanjutan Aksi Perubahan Jangka Menengah 

No. KEGIATAN RINCIAN KEGIATAN PELAKSANAAN 
 

1. 
 

Monitoring dan 
Evaluasi 
Implementasi Aksi 
Perubahan   

 Rapat Evaluasi 
Pelaksanaan Aksi 
Perubahan 

 Rapat Teknis tentang 
Pelaporan Kondisi Jalan 

November s/d 
Desember 2022 
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No. KEGIATAN RINCIAN KEGIATAN PELAKSANAAN 

 
2. 

 
Penyempurnaan 
Pelaksanaan dari 
Implementasi Aksi 
Perubahan 

Melakukan Pengamatan 
Kondisi Jalan, dengan 
menginventarisir : 
 Kerusakan Jalan 
 Kondisi drainase jalan 
 Kondisi jembatan 
 Talud dan Gorong2 

Januari s/d Juni 
Tahun 2023 

 
Keberlangsungan aksi perubahan ini tergantung kepada hal-hal sebagai 

berikut : 

1.  Kinerja dari tim efektif yang terdiri dari team leader, sekretariat, 

administrator dan operator dalam menjalankan perannya masing-

masing dalam mengimplementasikan aksi perubahan ini; 

2.  Dukungan dari pimpinan dan pemegang kepentingan lainnya 

terhadap aksi perubahan ini; dan 

3.  Kerjasama yang baik dengan tim efektif lain yang berada di Bidang 

Bina Marga, seperti tim perencana teknis, tim pembangunan dan tim 

preservasi yang bekerjasama dengan penilik jalan disetiap 

kecamatan. 

 

Tabel 3. Keberlanjutan Aksi Perubahan Jangka Panjang 

No. KEGIATAN RINCIAN KEGIATAN PELAKSANAAN 

1. 
Peningkatan dari 
Pelaksanaan Aksi 
Perubahan 

 Pelaporan secara 
Elektronik 

 Pembuatan Peta SHP 
(tematik dan lain-lain) 

Juli s/d 
Desember 2023 

2. 
Pelaksanaan secara 
berkenlanjutan dari 
Aksi Perubahan 

Penyelenggaraan Jalan 
Daerah yang Transparan 
dan Akuntabel 

Tahun 2024 
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D.  PENUTUP 

1.  Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan pada laporan ini 

maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

a.  Pemimpin memiliki peran yang sangat vital dalam menjalankan 

keberlangsungan dan kemajuan organisasi yang dipimpinnya. 

Dalam aksi perubahan ini, peran yang dapat dilaksanakan oleh 

seorang pemimpin bisa diwujudkan dalam beberapa proses 

diantaranya adalah membangun integritas dan akuntabilitas kinerja 

organisasi, mengelola budaya kerja organisasi yang positif, dan 

membangun jejaring dan kolaborasi baik dengan masyarakat 

umum, swasta, maupun instansi lainnya. 

b.  Tahapan pelaksanaan aksi perubahan yang ditujukan untuk 

peningkatan kinerja pegawai sudah mencapai proses pembuatan 

Pelaporan Kondisi Jalan secara periodik sebagai suatu sistem 

yang menjadi data dasar kondisi jalan dan menjadi acuan dalam 

mengambil keputusan bagi penyelenggara jalan. 

c.  Tindak lanjut dari aksi perubahan diarahkan pada perluasan 

pengamatan kondisi jalan dan bangunan pelengkap jalan oleh 

penilik jalan.  

d.  Keberhasilan aksi perubahan didukung oleh beberapa faktor 

diantaranya dukungan data dan informasi baik secara kuantitas 

maupun kualitas; dukungan dari Tim efektif aksi perubahan mulai 

dari promotor, coach, mitra, serta Project Leader Team; dukungan 

dan komitmen dari para stakeholders untuk berperan aktif di dalam 

penyelenggaraan jalan; sarana dan prasarana yang mendukung 

terlaksananya aksi perubahan. 
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2. Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam laporan aksi 

perubahan ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

a.  Pemimpin organisasi sebagai komponen penting dalam organisasi 

ataupun institusi seyogyanya memiliki sejumlah kompetensi yang 

dapat mengarahkan seluruh anggota organisasi atau institusi untuk 

dapat bersama-sama mengarahkan kinerja optimal dalam 

mencapai tujuan organisasi atau institusi. 

b.  Untuk menjamin kualitas pelayanan semua pegawai maka 

kegiatan evaluasi kinerja yang terintegrasi, berkala, dan 

menyeluruh direkomendasikan untuk dilaksanakan secara berkala 

guna peningkatan-peningkatan kedepan. 

c.  Penentuan Prioritas Preservasi Jalan Berbasis Data Dasar Kondisi 

Jalan Dengan Peran Serta Masyarakat Di Kabupaten Ngawi perlu 

didukung penggunaan teknologi dari mulai sistem pelaporan dan 

tampilan secara peta SHP. 

 

3.  Pengalaman Pembelajaran 

Dari milestone yang telah dilaksanakan, maka beberapa kesimpulan 

yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 

a. Seorang pemimpin harus memiliki keberanian untuk 

menyampaikan inovasi dan ide-ide baru yang akan dilakukan 

berkaitan dengan tupoksinya dan meyakinkan pada pimpinan serta 

mitra kerja serta masyarakat agar bisa mengerti, memahami dan 

mendukung pelaksanaan perubahan yang akan dilakukan. 

b. Keberhasilan aksi perubahan tidak hanya tergantung pada semua 

kegiatan yang bersifat formal/kedinasan yang dilakukan oleh 

Perangkat Daerah, melainkan juga adanya jalinan komunikasi 

yang baik di luar kedinasan. 

c. Dana bukanlah satu-satunya faktor penentu keberhasilan aksi 

perubahan karena ada faktor lain yang menjadi kunci keberhasilan 
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proyek perubahan yaitu komitmen pelaku aksi perubahan untuk 

memberdayakan seluruh komponen masyarakat agar 

berpartisipasi sesuai dengan porsinya. 

d. Aksi Perubahan adalah aksi besar untuk menuju masyarakat yang 

lebih baik, melalui berbagai inovasi yang kita lakukan dengan 

melibatkan banyak pihak, dipastikan hasilnya akan lebih baik. 

Melalui Laboratorium Kepemimpinan ini, kita bisa membawa 

masyarakat ke arah yang lebih maju, mandiri dan sejahtera. Dan 

bagi kita sendiri, laboratorium kepemimpinan ini menjadi 

pengalaman yang sangat berharga. 
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E.  LAMPIRAN LAPORAN AKSI PERUBAHAN 
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